BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

5.2 Saran

Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pertambangan
rakyat belum terealisasikan sepenuhnya, karena pemerintah daerah
dalam hal ini bertanggung jawab penuh memberikan izin serta
mengawasi setiap kegiatan yang di lakukan oleh para penambang
ilegal belum dapat menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya,
sehingga masih ada pertambangan khususnya galian batuan yang tidak
memiliki izin.

Upaya pemerintah mengawasi serta menanggulangi dampak terhadap
kegiatan pertambangan galian batuan di Kecamatan Botupingge,
Kabupaten Bone Bolango, Desa Tanah Putih belum cukup efektif. Hal
ini di karenakan dinas terkait dalam melakukan pengawasan tidak
secara tegas menindaki para penambang ilegal sehingga akibat dari
tidak efektifnya pengawasan dari dinas terkait masih ada dampak
negatif terhadap lingkungan yang muncul akibat dari penambangan
galian batuan seperti terjadinya tanah longsor dan rusaknya jalan di
sekitaran pertambangan karena kurangnya pengawasan dari

pemerintah yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan

saran sebagai berikut:
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1. Dalam penerapan terkait perizinan itu sendiri pihak instansi terkait
dalam hal ini Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup (BLH)
harus lebih memperhatikan pertambangan galian batuan yang tidak
memiliki izin usaha pertambangan, dan lebih tegas memberikan sanksi
terhadap para pelaku penambang batuan yang tidak memiliki izin.

2. Dari Bidang Pengawasan oleh Instansi terkait itu sendiri harus lebih
meningkatkan pengawasan secara efektif untuk menanggulangi
dampak yang timbul akibat dari penggalian batuan tersebut, agar lebih
terkontrol sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif dan
masyarakat penambang pun dalam melakukan kegiatan penggalian

bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar lokasi galian.

54



DAFTAR PUSTAKA

Fence M. Wantu, Idee Des Recht, Yogyakarta, Pusataka Pelajar, 2011.

Fenty U. Puluhulawa. 2013. Pertambangan Mineral dan batubara dalam
perspektif Hukum. Interpena. Yogyakarta.

H. Salim HS. 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.

Joko Subagio, Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya, Jakarta,
Rineka Cipta, 1999.

Muhamad erwin, Hukum Lingkungan (dalam sistem Kebijaksanaan
pembangunan Lingkungan Hidup), Bandung,Refika Aditama,
2009.

Mukti fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010.

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum,
Jakarta, Pustaka Yustitia, 2010.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Ronny Hanitijo soemitro. Dalam bukunya Mukti fajar, Yulianto Achmad,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2010.

Sukandarrumidi, Bahan Galian Industri, Jogjakarta, Gajah Mada University Press,
Cetakan ke-3, 20009.

Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan di Indonesia, jakarta, sinar Grafika.

Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Pasal 2.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang pemerintah Daerah

Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat
Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Pasal 15 ayat 1.

55



http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20%26
%20G00d%20Governance%20%28Jurnal%20UMI1%29.pdf?seque
nce=1

http://pendapathukum.blogspot.com/2014/01/kesadaran-dan-ketaatan-

hukum_6084.html

56


http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20%26%20Good%20Governance%20%28Jurnal%20UMI%29.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20%26%20Good%20Governance%20%28Jurnal%20UMI%29.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20%26%20Good%20Governance%20%28Jurnal%20UMI%29.pdf?sequence=1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curiculum Vitae
A. IDENTITAS
Nama : Midun F. Rahmola
NIM : 271410076

Tempat/Tgl Lahir  : Gorontalo/25-02-1992

Fakultas : Hukum
Jurusan : llmu Hukum
Agama : Islam

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 15 Kota Timur 1998/1999 lulus pada tahun
2004.

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kota Gorontalo. Tahun
2004/2005 lulus tahun 2007.

3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kota Gorontalo. Tahun
Ajaran 2007/2008 lulus Tahun 2010.

4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Hukum, Jurusan limu
Hukum tahun akademik 2010/2011.

C. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi llmu Hukum 2011.
2. Anggota Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2013/2014.

D. KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Jurusan limu
Hukum Fakultas Hukum.

2. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2011.

3. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Tahun 2012.

4. Peserta Dialog Fokus dengan Tema “ Penerapan Hukum Yang Salah
dan Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan
Hukum di Lingkungan UNG “ Pada Tahun 2012.

5. Peserta Kuliah Kerja SIBERMAS KKS di Kantor Notaris Hartati
Haridji Limboto Tahun 2014.



